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PUTUSAN
Nomor 7600/Pdt.G/2024/PA.Sor
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOREANG
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

ek NIK ***** tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 Februari 1988,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian
lepas, bertempat tinggal di ****** dalam hal ini memberi
kuasa khusus kepada Moch. Darkan, S.Pd.l., S.H.,
M.M., advokat dan penasehat hukum yang berkantor
pada kantor hukum Gapura advocates & legal
consultans, dengan alamat di Jalan Sukarame dalam,
Kampung Mulyasari, RT. 004, RW. 005, Desa
Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung,
Provinsi Jawa Barat, dan berdomisili elektronik pada
alamat e-mail: kakangapura@gmail.com, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Soreang Nomor 4811/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 29
November 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

*kkk NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 29 Maret 1990, agama
Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, bertempat tinggal di ****** sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 November
2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Soreang, Nomor 7600/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 29 November 2024, telah
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mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 Maret
2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan agama
Kecamatan Rancabali Kabupten Bandung, Kutipan Akta Nikah Nomor :
103/12/111/2008, tanggal 12 Maret 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup
berumah tangga dan tinggal di ******;

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon
berjalan baik, rukun dan damai sebagaimana layaknya kehidupan rumah
tangga yang Sakinah Mawaddah Warrahmah sehingga dari perkawinan
antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak yang bernama :

3.1, = Pegrempuan Tempat/Tgl Lahir Bandung, 20
September 2009;

3.2, kx| aki-laki, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 25 Oktober
2013;

4, Bahwa, Pernikahan Pemohon dengan Termohon dari
Sejak awal Tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan
tetapi Pemohon selama ini mencoba untuk bertahan, yang sehingga
Pemohon sekarang memutuskan untuk mengakhiri Perkawinan, di
sebabkan :

4.1. Bahwa Termohon selalu berkata kata kasar baik kepada
Pemohon maupun kepada siapa saja / tamu-tamu yang datang,
dengan kata-kata yang tidak sepatutnya;

4.2. Bahwa Termohon sudah tidak taat, tidak mau menerima
nasihat-nasihat dari Pemohon dan sudah lagi tidak menganggap
sebagai suami, dimana Termohon bila meminta hubungan layaknya
suami istri, suka berbuat tidak selayaknya suami istri;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dan Termohon sekarang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, apalagi
setelah kehadiran Pihak ke tiga, bahkan Pemohon telah mencoba
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beberapa kali dengan cara memberikan nasihat dan pengertian dengan
baik-baik kepada Termohon, baik secara langsung oleh Pemohon
maupun minta bantuan kepada pihak keluarga Termohon tetapi Termohon
tetap saja tidak mau berubah, yang pada akhirnya untuk introspeksi diri
antara Pemohon dan Termohon, sejak akhir Tahun 2020, Pemohon dan
Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang demi untuk menjaga hal-
hal yang tidak diinginkan;

6. Bahwa dengan kondisi seperti tersebut diatas,
membuktikan bahwa rumah tangga/pernikahan Pemohon dan Termohon
telah pecah, dalam upaya membina rumah tangga secara aman dan
tentram (sakinah), saling mencintai (mawaddah), saling santun
(warrohmah) telah tidak tercapai, oleh karena itu tujuan dibinanya rumah
tangga tidak terwujud;

7. Bahwa meskipun Pemohon dengan kesabaranya selalu
memberikan nasihat untuk kebaikan dan keutuhan rumah tangga namun
Termohon tidak juga mempunyai itikad baik untuk berubah, atas sikap
Termohon yang sudah tidak dapat memperbaiki sikapnya tersebut, maka
Pemohon merasa bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan
Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, san saat ini Termohon
sydah kawin Syirri dengan lakilaki lain. Oleh Karenanya Pemohon
mengajukan Permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Soreang dan
memohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
Perkara ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon;

8. Bahwa karena sikap Termohon yang tidak sesuai Pasal 83
ayat 1 dan 2 dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban sebagai seorang istri
adalah berbakti lahir maupun bathin pada suami dan seorang istri yang
menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari
dengan sebaik-baiknya, tidak dilaksanakan oleh Termohon, dengan kata
lain bahwa Termohon telah berbuat Nusyuz serta dalam rumah tangga
sering terjadi pertengkaran dan percekcokan secara terus menerus dengan
penuh rasa takut dan tidak ada harapan untuk hidup berumah tangga
secara rukun/damai, maka cukup beralasan bagi Pemohon untuk
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mengajukan Permohonan Perceraian ini berdasarkan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975;

9. Bahwa, akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah
sepakat untuk mengakhiri Perkawinan sesuai saran dan nasihat dari orang
tua Termohon,;;

10. Bahwa berdasar pada alasan-alasan yang telah diuraikan
tersebut diatas, maka cukup beralasan menurut hukum, bagi Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan
Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan menyatakan perkawinan
antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah kantor urusan agama Kecamatan Rancabali Kabupten
Bandung, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/12/111/2008, tanggal 12
Maret 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Menetapkan Memberi ijin kepada Pemohon untuk Ikrar
Talak satu Roj'i terhadap Termohon dihadapan Majelis hakim Pengadilan
Agama Soreang;

3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Pemohon

dengan Termohon menjadi putus setelah lkrar talak di ucapkan;

4, Membebankan biaya perkara menurut hukum;
Subsidair :

Dan apabilaMajelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang
seadil-adilnya(ex aquo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasanya
telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) melalui Surat Tercatat Nomor 7600/Pdt.G/2024/PA.Sor yang
disampaikan pada tanggal 07 Desember 2024 dan 12 Desember 2024,
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Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan
surat kuasa kepada Majelis Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi
Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan
Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya
untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor
477.4/48/Pem/X1/2024 tertanggal 25 November 2024yang dikeluarkan
oleh Kantor Desa Jatisari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten
Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai
cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/12/111/2008, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Rancabali Kabupaten
Bandung Provinsi Jawa Barat tanggal 12 Maret 2008. Bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. *=**  dalam persidangan mengaku sebagai tetangga
Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:
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-Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama ***+**;
-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
-Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di

Kkkkkkk:
)

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya
rukun dan harmonis, namun sejak awal Tahun 2020 mulai tidak
harmonis lagi;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar
langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon
cerita kepada saksi katanya sering bertengkar dengan Termohon
yang disebabkan Termohon selalu berkata kata kasar kepada
Pemohon dan Termohon sudah tidak taat, tidak mau menerima
nasihat-nasihat dari Pemohon dan sudah lagi tidak menganggap
sebagai suami;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon
telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Tahun 2020 yang lalu
hingga sekarang;

-Bahwa saksi mengetahui sendiri jika Pemohon dan
Termohon telah pisah tempat tinggal, sebab Pemohon dan
Termohon bertempat tinggal di tempat yang berbeda;

-Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah
tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;

-Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan
Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon
tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. *xx dalam persidangan mengaku sebagai adik kandung
Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama ******;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

-Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di

Kkkkkkk:
)
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-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal Tahun 2020
mulai tidak harmonis lagi;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara
langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Pemohon
cerita kepada saksi katanya sering bertengkar dengan Termohon
yang disebabkan Termohon selalu berkata kata kasar kepada
Pemohon dan Termohon sudah tidak taat, tidak mau menerima
nasihat-nasihat dari Pemohon dan sudah lagi tidak menganggap
sebagai suami;

-Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon telah
pisah tempat tinggal sejak akhir Tahun 2020 yang lalu sampai
sekarang;

-Bahwa saksi tahu langsung jika Pemohon dan Termohon
telah pisah tempat tinggal, karena Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal di tempat yang berbeda;

-Bahwa selama berpisah itu, Pemohon dan Termohon
sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun
lagi;

-Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan
Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon
tetap mau bercerai dari Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan
Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;
Kewenangan Mengadili
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Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah
mengenai cerai talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang
perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, maka
perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima,
memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya
mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon
yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 66
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki
hubungan hukum dan kepentingan hukum (rechtsbevoegheid) dalam perkara a
quo, sehingga Pemohon mempunyai /legal standing untuk mengajukan
permohonan perceraian perkara a quo (legitima persona standi in judicio);
Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon memberikan kuasa
khusus kepada Moch. Darkan, S.Pd.l., S.H., M.M., advokat dan penasehat
hukum yang berkantor pada kantor hukum Gapura advocates & legal
consultans, dengan alamat di Jalan Sukarame dalam, Kampung Mulyasari, RT.
004, RW. 005, Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung,
Provinsi Jawa Barat, dan berdomisili elektronik pada alamat e-mail:
kakangapura@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26
November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang
Nomor 4811/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 29 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Kuasa Pemohon tersebut di
atas adalah pihak yang berhak mewakili atau mendampingi Pemohon untuk
bertindak di muka persidangan sebagaimana surat kuasa khusus yang telah
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diberikan, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan
keabsahan pemberian kuasa dalam perkara a quo dari dua aspek. Aspek
pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan
dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa in casu
advokat/pengacara;

Menimbang, bahwa aspek pertama yang berkaitan dengan aspek
kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur
dalam Pasal 123 ayat (1) HIR juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 1959 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 juncto
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 juncto Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus
menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di
pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan
para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek
sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa dari Pemohon
kepada kuasanya, Majelis Hakim menilai surat kuasa itu telah menyebutkan
secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta
lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas
dan kedudukan para pihak, menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama
Soreang, serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek
perkara yang dikuasakan, in casu pemberian kuasa yang tercantum dalam
surat kuasa adalah dalam perkara cerai talak. Berdasarkan pertimbangan
tersebut Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa Pemohon dalam perkara ini
telah bersifat khusus sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan oleh
karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk
bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara a
quo yang ternyata adalah advokat/pengacara. Terhadap penerima kuasa
tersebut Majelis Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai
advokat/pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka
persidangan dan telah menjalankan sumpah/janjinya sebagai
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advokat/pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda
Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, hal mana
sesuai dengan ketentuan Pasal 1 juncto Pasal 4 ayat (1) junctis Pasal 30 ayat
(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juncto
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VI1/2009 tanggal 29 Desember
2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang
telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari
Pemohon kepada kuasanya yang berprofesi sebagai advokat/pengacara adalah
sah sehingga berhak bertindak mewakili ataupun mendampingi Pemohon di
muka persidangan dalam perkara cerai talak sebagai Pemohon secara formil;
Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)
melalui Surat Tercatat Nomor 7600/Pdt.G/2024/PA.Sor yang disampaikan pada
tanggal 07 Desember 2024 dan 12 Desember 2024, sebagaimana ketentuan
Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan
Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, Termohon telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah (default without reason);

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, maka harus dinyatakan
tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek,
sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai
ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
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dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan
Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon
pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Atas dasar itu,
Pemohon mohon agar diizinkan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian yang dikemukakan
Pemohon, maka secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada
ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR juncto Pasal 1865
KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilinya, telah
mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan
dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah diberi
meterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata
cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian,

bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan
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Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata;

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat
oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya
oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna
dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), sebagaimana ketentuan
Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

- Bahwa bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan
domisili Pemohon yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan;

- Bahwa bukti P.2 dalam perkara a quo merupakan bukti utama
terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan.
Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan
Termohon adalah suami isteri sah yang hingga kini belum pernah bercerai.
Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh
Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon
memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai legal standing untuk
mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan
bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan
sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.
Selain itu, para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal
sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang
satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan
Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga para saksi Pemohon telah
memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan dapat didengar keterangannya;

- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai

pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga
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harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai
peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan
yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan
keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian
satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana
diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

- Bahwa pada prinsipnya dalam permohonan cerai atas alasan
“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga”, maka hal-hal yang harus tergambar dalam pemeriksaan saksi
adalah mengenai bentuk, waktu, frekuensi, dan akibat pertengkaran suami
isteri;

- Bahwa setelah mencermati keterangan saksi-saksi Pemohon,
maka dapat dirumuskan keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil
kesaksian adalah sebagai berikut:

0 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat
tinggal sejak akhir Tahun 2020 yang lalu hingga sekarang, dan selama
berpisah itu Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi
yang baik dan tidak pernah rukun lagi;

0 Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali
Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran terus
menerus, ternyata tidak ada saksi-saksi Pemohon yang mengetahui secara
langsung. Pengetahuan saksi atas peristiwa tersebut hanya diperoleh dari
cerita Pemohon, sehingga keterangan tersebut termasuk testimonium de
auditu;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat

tinggal sejak akhir Tahun 2020 yang lalu hingga sekarang, dan selama
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berpisah itu Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang
baik dan tidak pernah rukun lagi;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan
untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur
bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana
antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah
Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa
di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran
terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa oleh karena perceraian
itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah
status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur
masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka
perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken
marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbuki;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka
terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

a. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

b. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri

sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
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C. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh
Pemohon, ternyata tidak ada saksi-saksi Pemohon yang mengetahui adanya
peristiwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal mana
pengetahuan saksi atas peristiwa tersebut hanya diperoleh dari cerita
Pemohon, sehingga keterangan tersebut termasuk testimonium de auditu;

Menimbang, bahwa kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11
November 1959, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai
bahan pertimbangan dalam putusan ini, pada pokoknya menyebutkan bahwa
testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi
kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden),
yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tertentu, perselisihan dan
pertengkaran antara suami isteri yang telah berlangsung terus menerus hanya
dapat diketahui dari akibat hukumnya (recht gevolg), seperti adanya pisah
rumah. Hal ini sebab fakta atau kejadian perselisihan atau pertengkaran dalam
rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain, terlebih bila
bentuk perselisihannya berupa silent treatment, seperti saling mendiamkan atau
tidak bertegur sapa. Dalam konteks demikian, hal yang mungkin diketahui oleh
para saksi hanyalah akibat hukum dari keadaan rumah tangga yang sudah
sedemikian sengkarut, seperti adanya pisah tempat tinggal dalam waktu yang
lama tanpa saling memperdulikan lagi. Perselisihan dan pertengkaran dalam
rumah tangga pada taraf tertentu akan mencapai titik kulminasi di mana suami
dan isteri sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga memilih untuk berpisah
tempat tinggal dalam waktu yang lama. Karena adanya pisah tempat tinggal
dalam waktu yang lama, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi
inilah, maka dapat diindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam
rumah tangga mereka. Hal ini bersesuaian pula dengan kaidah hukum yang
terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal
08 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
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(SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu
perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

1) Perkara perceraian dengan alasan suamifistri tidak
melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat
dikabulkan jika terbukti suamifistri tidak melaksanakan kewajibannya
setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau

2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri
berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal
selama minimal 6 (enam) bulan;

Selanjutnya ketentuan dalam poin 2 tersebut disempurnakan dengan Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa perkara
perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat
dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan
kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa jika ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah
Agung di atas, dikaitkan dengan penerapan recht gevolg dalam perkara
perceraian sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 299
K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005, maka Majelis Hakim berpendapat, akibat
hukum pisah rumah sebagai indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus dibatasi minimal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan, ternyata
Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir Tahun 2020
yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah itu, antara Pemohon dan
Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun
lagi. Dari fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya Pemohon

dan Termohon telah lama berselisih paham dan bertengkar. Hal ini sebab hidup
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bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan
harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh
sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan
Termohon sejak akhir Tahun 2020 yang lalu hingga sekarang, dan selama
berpisah itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi
yang baik serta tidak pernah rukun lagi, merupakan bentuk penyimpangan dari
konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri utuh kompak
dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup
berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami isteri berpisah tempat
tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak
ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung
terus menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga tidak hanya dapat dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau
fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak
saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu
pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri
dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana
dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis
Hakim menilai unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya pisah tempat tinggal
antara Pemohon dan Termohon sejak akhir Tahun 2020 yang lalu hingga
sekarang, selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon
sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi, bahkan
Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun
tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Pemohon yang tetap
ingin bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan
Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan sebagai
akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di
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antara keduanya, sehingga patut diindikasikan perselisinan dan pertengkaran
yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon menyebabkan tidak adanya
harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami istri. Oleh sebab itu, Majelis
Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri
sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara a
quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai
ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur
“pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil” juga
telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis
Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah
pecah (breakdown marriage);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah
terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan
tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami
isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi
alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan
selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas
sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
dalil permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut
dinyatakan terbukiti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran
suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan,
ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga
yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan
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dalam firman Allah SWT. surat al-Ruum ayat 21 sebagai berikut:
U3 § O 4asi3 335a il ans L) 1538 1531 a8l 53 o83 315 G il a3
& 9)Sai; pydd oY

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia
menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu
sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan
sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang
berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan

Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan
(mashlahah), justru sebaliknya dapat menimbulkan dlarar (bahaya) mudharat
dan mafsadat yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami
isteri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan
menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab
itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (mafsadat)
harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (mashlahah). Hal ini

sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:
Alall cda e 2354 awlall 253

Artinya :  “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik

kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara a quo, Majelis Hakim
mengambil alih pendapat Dr. ‘Abdurrahman al-Shabuni dalam kitab Madaa
Hurriyat al-Zaujaini fi al-Thalag Juz | Halaman 83 yang menyatakan sebagai
berikut:
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Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan
rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang
berat, di mana sudah tidak berguna lagi nasihat dan tidak
dapat dicapai lagi perdamaian (antara suami isteri), serta
perkawinan sudah kehilangan ruhnya (tidak mungkin akan
dapat mencapai tujuannya). Sebab dengan mengharuskan
(suami isteri) untuk tetap melestarikan dan mempertahankan
perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan
menghukum salah satu pihak dalam penjara yang
berkepanjangan. Hal ini adalah suatu bentuk penganiayaan
kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah

Swit. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 berikut:
pale oo il S BMall 15452 O3
Artinya: “Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti, tidak
bertentangan dengan hukum, serta Majelis Hakim juga telah menemukan cukup

alasan perceraian Pemohon dan Termohon, maka petitum permohonan
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Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek, dengan memberi izin kepada
Pemohon untuk menjatuhkan talak satu rajii terhadap Termohon di depan
sidang Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan
sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami isteri, dan oleh
karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan
hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), maka talak itu jatuh menjadi
talak raj'i, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak
berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu
masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad
nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini
berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing Pemohon dan
Termohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI:
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
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3. Memberi izin kepada Pemohon (******) untuk menjatuhkan
talak satu raji terhadap Termohon (******) di depan sidang Pengadilan
Agama Soreang;

4, Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah
Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab
1446 Hijriah, oleh kami Syaraswati Nur Awalia, S.Sy. sebagai Ketua Majelis,
Tayep Suparli, S.Sy., M.H. dan Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.l., masing-
masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hikmatulloh, S.H.l. sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya tanpa hadirnya

Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ttd. Ttd.

Tayep Suparli, S.Sy., M.H. Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.
Hikmatulloh, S.H.l.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Relaas Panggilan Pertama : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp100.000,00
3. Panggilan : Rp20.000,00
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4. Meterai : Rp10.000.00
Jumlah : Rp190.000,00
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 7600/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23



